BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1909, 2015 KEMENKEU. Bendahara Umum Negara. DIPA.
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 231 /PMK.02/2015
TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN
ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA,
DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010
tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan telah
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan Dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 208/PMK.02/2014 dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2014 tentang
Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan

Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
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b. bahwa dalam rangka pemantapan penerapan
penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja,
dan kerangka pengeluaran jangka menengah, perlu
mengatur kembali ketentuan mengenai
perencanaan,penelaahan, dan penetapan alokasi
anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan
pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran
bendahara umum negara yang sebelumnya diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013
dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

177 /PMK.02/2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi
Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara,
Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Bendahara Umum Negara;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI
ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM
NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN
adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan
fungsi bendahara umum negara.

2. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disebut BA BUN adalah bagian anggaran
yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran
kementerian negara/lembaga.

3. Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan
Dana BUN adalah indikasi dana dalam rangka
pemenuhan kewajiban Pemerintah yang
penganggarannya hanya ditampung pada BA BUN.

4. Pagu Indikatif Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disebut Pagu Indikatif BUN adalah indikasi
dana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
berdasarkan hasil penilaian Indikasi Kebutuhan Dana
BUN.

5. Pagu Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disebut Pagu Anggaran BUN adalah pagu
anggaran BA BUN yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan dan digunakan sebagai dasar penyusunan
rencana dana pengeluaran bendahara umum negara.

6. Alokasi Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran BUN adalah
pagu alokasi anggaran BA BUN yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan dan digunakan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disebut RKA BUN adalah dokumen
perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian

kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja
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maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan
kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan
dana desa tahunan yang disusun oleh kuasa pengguna
anggaran BUN.

8. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disebut RDP BUN adalah dokumen
perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan
himpunan RKA BUN.

9. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disebut PPA BUN adalah unit organisasi
di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas
pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

10. Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara
Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin
PPA BUN adalah pejabat eselon I di lingkungan
Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas
program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani
daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.

11. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah pejabat pada
satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor
pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja
di kementerian negara/lembaga yang memperoleh
penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan
kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran
yang berasal dari BA BUN.

12. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut
DHP RDP BUN adalah dokumen hasil penelaahan RDP
BUN yang memuat alokasi anggaran menurut unit
organisasi, fungsi, dan program yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk
oleh Direktur Jenderal Anggaran.

13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum

Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN adalah
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dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh
KPA BUN.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian
Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut APIP K/L
adalah  Inspektorat Jenderal/Inspektorat  Utama/
Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung
jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang
direncanakan guna memastikan kesinambungan program
dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan untuk

periode 5 (lima) tahun.

BAB II

PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA,

PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM

NEGARA, DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

Bagian Kesatu

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara

Pasal 2
Dalam melaksanakan fungsi BUN, Menteri Keuangan
merupakan Pengguna Anggaran BUN.
Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
pengelolaan utang;
pengelolaan hibah;
c. pengelolaan hibah daerah yang bersumber dari
penerimaan dalam negeri;
d. pengelolaan investasi pemerintah;
e. pengelolaan penerusan pinjaman;

f.  pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa;
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